
 
 
 
 

 
BUPATI MAMASA 

 
PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 1. b TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN TARIF DASAR PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN  
KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  

DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMASA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMASA, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten 
Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan 
Logam dan Batuan dipandang perlu menetapkan tarif dasar 
pengambilan dan pengolahan komoditas mineral bukan logam 
dan batuan dalam wilayah kabupaten Mamasa; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peratura 
Bupati Mamasa. 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

  2.  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 
2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3984); 

  3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2363) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3569); 

  5.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

 
 
 
 



  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3699); 

  7.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4186); 

  8.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

  9.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422);  

  10.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4725); 

   11.  Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

   12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
mengenai Dampak Lingkungan Hidup Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5110); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5111); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5142); 



  19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2012 Nomor 115). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENETAPAN TARIF 

DASAR PENGAMBILAN DAN PENGELOLAAN KOMODITAS 
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM WILAYAH 
KABUPATEN MAMASA 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa; 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. 
4. Bupati adalah Bupati Mamasa; 
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan  Daerah Kabupaten Mamasa; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa; 
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama 
Kepala Daerah; 

8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan 
Bupati/wakil Bupati. 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

10. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak invektasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral bukan Logam dan batuan 
sebagaimana damksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral 
dan batubara. 

12. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau 
permukaan bumi dimanfaatkan. 

13. Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 
kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah 
paling lama 3 (tiga) bulan kelender yng menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
 

BAB II 

NAMA OBJEK PAJAK 

Pasal 2 

 
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan 
pengambilan komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
 
 
 



Pasal 3 

Dalam Peraturan Bupati ini Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimaksud 
sebagaimana dalam pasal 2 adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan 
dan/atau pemanfaatannya untuk konstruksi bangunan. 

Pasal 4 

Dalam Peraturan Bupati ini nama komoditas objek pajak disesuaikan dengan nama 
komoditas di bidang konstruksi. 

BAB III 

TARIF DASAR KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

Pasal 5 

 
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh persen) 
 

Pasal 6 

Tarif dasar yang dikenakan untuk komoditas batuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3 didasarkan dari harga satuan hulu yang berlaku yang ditetapkan sebagai 
berikut : 

 
NO 

 
JENIS KOMODITAS HARGA HULU PER mᶟ PAJAK 20 % Per mᶟ 

1 2 3 4 

A BATU   

1 BATU KALI Rp  100.000 Rp   20.000 

2 BATU GUNUNG Rp    75.000 Rp   15.000 

3 BATU PECAH Rp  120.000 Rp   24.000 

4 KERIKIL BIASA Rp  100.000 Rp   20.000 

B PASIR DAN TANAH   

1 PASIR Rp    50.000 Rp   10.000 

2 PASIR BATU Rp    50.000 Rp   10.000 

3 TIMBUNAN PILIHAN Rp    50.000 Rp   10.000 

4 TANAH URUG/TANAH 
TIMBUNAN 

Rp    30.000 Rp     6.000 

5 TANAH LIAT (BATUBATA) Rp    30.000 Rp     6.000 

6 PASIR KUARSA Rp  150.000 Rp   30.000 

 
Pasal 7 

Pembulatan perhitungan pengambilan dan pengelolaan komoditas batuan dibulatkan ke 
atas, misalnya volume dibawah 1 (satu) meter kubik dibulatkan menjadi 1 (satu) meter 
kubik. 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK 

Pasal 8 

(1) Apabila objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di 
lokasi tempat pengambilan tambang atau wilayah mulut pertambangan, maka 
subjek pajak terlebih dahulu memberikan data produksi; 

(2) Apabila komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dipungut di tempat 
pengambilan tambang atau wilayah mulut tambang dan digunakan untuk 
konstruksi dalam wilayah Kabupaten Mamasa yang sumber dananya dari 
pemerintah, maka perhitungan pajak dilakukan berdasarkan Rencana Anggaran 
Biaya kegiatan; 

 



(3) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5. 
 

BAB V 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 9 

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak 
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapt dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar 
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah 
pajak yang terutang. 
 

Pasal 10 

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutangnya pajak dan berakhirnya 
Masa Pajak. 

BAB VII 

PENUTUP 

Pasal 11 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat 
mengetahuinya, memerinthakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 
 

Ditetapkan di Mamasa 
Pada tanggal 07 Januari 2015 
 
BUPATI MAMASA, 
 
 
 
 
H. RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 
Pada tanggal 09 Januari 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA 

 
 
Drs. BENYAMIN YD.,M.Pd 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP : 19641010 198303 1 005 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2015 NOMOR 137.b 


